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Kunker Ke Kukar
K. omisi

I/ DPR Tertibkan

Tambang Batubara llegal

ANGGOTA Komisi IV DPR
dari Fraksi PKS Andi Akmal
Pasluddin melakukan Kunjungan
Kerna (Kunker) bersama rombon-
gan Komisi DPR ke Kabupaten
Kutai Kartanegara (Kukar),
Kalimantan Timur (Kaltim).
kemarin. Mereka meninjau akti-
vitas tambang batubara. yvang di-
duga telah merusak lingkungan
hidup di kabupaten tersebut.

A kmal menegaskan., Komisi
IV DPR bersama Penegakan
Hukum (Gakkum) Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehu-
tanan (KIL.HK ) akan menertib-
kan kawasan tambang batubara.
vang izinnya dipegang oleh PT
Mulia Persada Kartanegara. di
Kutai Kartanegara., Kaltiin.

Nenurut dia, peruasahasn tersebut
telah beroperasi di-kawasan hutan
tanpa Ixin Pinjam Pakai Kawasan
Hutan (JIPPKH), vang sesual dengan
aturan yang ada dan berlaku.

Pihaknya mencerima laporan dan
aspirasi dari berbagail komunitas
masyarakat., soal gangguan ling-
kungan akibat aktivitas tambang.

CTGangguan itu mengganggu
kKualitas hidup masvarakat, ka-
rena menurunkan kualitat air
bersih dan membuat jalan ber-
Iubang,”” ujar Akmal melalui ke-
terangan tertulisnva. kemarin.

IL.ebih lanjutl. pihaknyva menye-
salkan ada eksploitasi tambang
batubara yang merusak lingku-
ngan hidup dan ekosistem alam.

Dia memastikan, kegiatan ter—
sebut juga telah meragikan nega-
ra. schingga seluruh alat negara
prerlu turun tangan. untuk mene-
gakan hukum dan memberikan

hukuman setegas-tegasnya.

Keluhan masyarakat, seperti
sumber air yang bermasalah.
Jalan yvang berlubang. serta ber-
bagai kerugian dan berbahawva
lain bagi masyarakat. harus se-
gera ditindaklanjuti.

““Kamnmm mendorong Pemerintah
untuk mengambil tindakan tegas
sesuai undang-undang, serta berba-
gai aturan yvang berlaku,”” njarnva.

Selain itu, Akmal juga mendo-
rong Pemerintah dan aparat selu-
ruh aparat vang dimiliki negara.
segera melakukan penertiban
dan penindakan secara perdata
maupun pidana.

Dia pun memastikan, Komisi
IV - IDPR akan bersinergi dengan
Pemerintah untuk mengawal
proses hukum. dan memberikan
keadilan bagi masyvarakat.

Masyvarakat harus mendapat
perlindungan, dan diperlukan
kehadiran negara untuk menja-
min seluruh hak mereka.

Komis: I'V DPR akan menin-
daklanjuti kasus ini melalui
rapat kerja gabungan dengan
seluruh instrumen terkait., agar
masvyvarakat di Kabupaten Kutai
Kartanegara mendapat keadilan.

Akmal menambahkan, pi-
haknwva juga akan menginventa-
risir dan mengusulkan penyegelan
terhadap tambang di kawasan
hutan vang belum memiliki izin.

“Intinya, Komisi IV DPR
mendorong Pemerintah, segera
mengambil tindakan tegas sesual
dengan undang-undang berlaku,
vakni Undang-Undang tentang
Lingkungan dan Kehutan.™
tandasnya. m SSL
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